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 ABSTRAK   

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis dan memahami kendala, dampak, serta peran keterlibatan masyarakat 

dalam meningkatkan kinerja petugas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Una-Una, dengan 

harapan untuk merumuskan strategi yang efektif dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Fenomena pelayanan 

administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, menunjukkan kinerja 

petugas yang cukup baik dalam prosedur dan disiplin, tetapi terhambat oleh keterlambatan pengesahan dokumen dari 

kabupaten serta fasilitas yang kurang memadai. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan orientasi strategi 

pengembangan, menggabungkan elemen fenomenologi untuk menangkap lived experience petugas dan masyarakat 

terhadap kinerja PATEN, serta grounded theory elements untuk merumuskan strategi baru dari data empiris. Metode 

pengumpulan data primer yang dirancang bersifat 100% kualitatif melalui triangulasi sumber-metode memastikan 

validitas dan kedalaman analisis fenomena pelayanan administrasi terpadu (PATEN) di Kecamatan Una-Una. Teknik ini 

melibatkan 32 informan kunci yang dipilih secara purposive dengan kriteria pengalaman minimal 2 tahun, mencakup 

Camat, 4 kepala bidang, 8 petugas PATEN, dan 20 tokoh masyarakat. Hasil penelitian tentang Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Una-Una mengidentifikasi kendala sistemik, strategi perbaikan NPM, dan 

peran masyarakat sebagai co-producer layanan publik. mengidentifikasi strategi NPM inklusif untuk meningkatkan 

kualitas petugas PATEN di Kecamatan Una-Una, dengan fokus pada optimalisasi SDM, digitalisasi, dan sinergi lintas 

pihak. 

 
 

 ABSTRACT  

This research aims to analyze and understand the constraints, impacts, and role of community involvement in improving 

the performance of integrated district administration service (PATEN) officers in Una-Una District, with the goal of 

formulating effective strategies to enhance public service quality. The phenomenon of integrated district administration 

services (PATEN) in Una-Una District, Tojo Una-Una Regency, shows fairly good officer performance in procedures and 

discipline, but is hindered by delays in document approval from the regency level and inadequate facilities. This study 

employs a descriptive qualitative approach with a strategic development orientation, integrating phenomenological 

elements to capture the lived experiences of officers and the community regarding PATEN performance, as well as 

grounded theory elements to formulate new strategies from empirical data. The primary data collection method is 100% 

qualitative through source-method triangulation, ensuring validity and depth in analyzing the PATEN phenomenon in 

Una-Una District. This involves 32 key informants purposively selected with at least 2 years of experience, including the 

District Head, 4 section heads, 8 PATEN officers, and 20 community leaders. The research findings on Integrated District 

Administration Services (PATEN) in Una-Una District identify systemic constraints, NPM-based improvement strategies, 

and the community's role as co- producers of public services. It specifically identifies inclusive NPM strategies to enhance 

PATEN officer quality in Una-Una District, focusing on HR optimization, digitalization, and cross-sector synergy. 

 

 

PENDAHULUAN 

Kinerja petugas PATEN Kecamatan Una-Una terhambat 4 kendala sistemik: (1) delay SIAK 3-7 

hari akibat transportasi laut (100% informan);  (2) beban  kerja ekstrem 50 permohonan/hari oleh 3 

petugas (83% informan); (3) infrastruktur digital rapuh sinyal 2G (67% informan); (4) MLRM hierarkis 
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DAK→Bapperda. Dampak: IKM <70% (2013-2025), ketidakhadiran 40% (apel 2025), keluhan 

naik. Fenomena mencerminkan complex-adaptive system turbulen wilayah kepulauan (Mangkunegara, 

2017; Robbins, 2013; Syafiie, 2024). 

Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dirancang sebagai instrumen reformasi

 birokrasi untuk mendekatkan layanan publik dasar kepada masyarakat di tingkat kecamatan, 

sebagaimana diamanatkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 yang menetapkan standar verifikasi dokumen 

maksimal 2 hari dan waktu layanan 15 menit per permohonan. Namun, di wilayah kepulauan 3T seperti 

Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, ambisi kebijakan nasional ini 

bertabrakan dengan realitas geografis ekstrem— transportasi laut tak menentu, infrastruktur digital rapuh, 

dan sumber daya manusia minim— menghasilkan implementation gap sistemik ala Pressman & 

Wildavsky (1984), di mana petugas hanya 3 orang menangani overload 50 permohonan per hari versus 

ideal 8 petugas, delay SIAK 3-7 hari, serta IKM di bawah 70% selama 2013-2025. 

Fenomena ini mencerminkan turbulensi complex-adaptive system di daerah terpencil, di mana 

100% informan (dari triangulasi 32 kunci: Camat, kepala bidang, petugas PATEN, tokoh masyarakat) 

mengonfirmasi empat kendala dominan—koordinasi vertikal gagal, beban kerja ekstrem, infrastruktur 

sinyal 2G drop hujan, serta resistensi hierarkis MLRM (makro DAK fisik prioritas, meso Bapperda tolak 

rekrutmen Rp108 juta)—yang picu ketidakhadiran 40%, keluhan naik, dan turnover tinggi, sebagaimana 

kutipan representatif Pak Budi ("masyarakat marah, kami kena omel") dan Ibu Sari ("printer mati, tak 

capai 15 menit"). 

Penelitian ini krusial karena mengisi gap studi terdahulu yang terfokus Jawa/Kepulauan Riau 

(Putra Surya Danu 2014; Rahmawati Putri 2012) tanpa konteks kepulauan Sulawesi Tengah, merumuskan 

strategi NPM inklusif (Osborne & Gaebler 1992) berbasis co- production masyarakat—70% nelayan 

WhatsApp-ready—untuk transformasi birokrasi dari rationers (Lipsky 1980) menjadi fasilitator adaptif. 

 

METODE PENELITIAN 

Yaitu Seluruh stakeholder PATEN Una-Una (Camat, 4 Kepala Bidang, 8 petugas PATEN, 20 

tokoh masyarakat, total ~35 orang). Yang terdiri  dari  32  informan kunci (purposive sampling, kriteria: 

pengalaman >2 tahun): 1 Camat, 4 Kepala Bidang, 8 Petugas PATEN (100% populasi), 20 Tokoh 

masyarakat (saturasi data). 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen Triangulasi sumber-metode 100% kualitatif: 

Teknik Analisis Data Analisis kualitatif Miles & Huberman (1994) dengan 3 tahap iteratif: 

Reduksi data: Transkrip verbatim → kodifikasi awal (kendala: koordinasi vertikal, beban kerja, 

infrastruktur, hierarki) 

Penyajian data: Matriks tema (taxonomi 4-domain) + diagram alur strategi NPM 

Penarikan kesimpulan: Grounded theory → 4 strategi NPM inklusif + indikator KPI (IKM >80%, 

waktu <2 hari) 

Validitas: Triangulasi, member checking, audit trail. Etik: Informed consent, anonimitas 

informan (Pak Mush/Ibu Sari). 

Kerangka Analisis menghasilkan: Kendala sistemik → Strategi NPM → Indikator sukses sesuai 

judul penelitian strategi peningkatan kinerja PATEN Una-Una. 

 

Kajian Teori.  

New Public Management (NPM) 

Osborne & Gaebler (1992) menjadi fondasi utama dengan prinsip desentralisasi dan manajemen 

berbasis kinerja untuk atasi delay SIAK 3-7 hari melalui strategi WhatsApp pre-verifikasi agen desa yang 

memangkas tahap birokrasi dari 10 menjadi 4. Teori Governance (Rhodes, 1997) melengkapi NPM 

melalui partisipasi masyarakat, di mana 70% nelayan Una-Una yang siap WhatsApp berperan sebagai co- 

producer layanan, memotong beban petugas 30-50% via forum tri-partai Camat-Dukcapil-Desa. Teori 
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Kualitas Pelayanan Publik (Denhardt & Denhardt, 2000) dan SERVQUAL (Parasuraman, 1988) 

menyediakan dimensi pengukuran (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy) untuk 

tingkatkan IKM dari <70% menjadi >80%, sementara Manajemen Kinerja (Atkinson, 2006), Balanced 

Scorecard (Kaplan & Norton, 1992), dan KPI (Parmenter, 2010) memantau indikator konkret seperti 

waktu layanan <2 hari, error SIAK <10%, serta produktivitas <20 permohonan/petugas. 

 

Landasan Konseptual 

Integrasi teori membentuk alur logis Grand Theory (NPM efisiensi + Governance partisipasi) 

mengalir ke Middle Theory (kinerja = kemampuan×motivasi×lingkungan, Campbell 1990) dan Practice 

Theory (SERVQUAL+BSC+KPI).   NPM mengoptimalkan sumber daya petugas di tengah sinyal 2G 

rapuh, Governance memastikan transparansi koordinasi vertikal DAK-Bapperda, SERVQUAL menilai 

fasilitas loket PATEN, BSC menyeimbangkan perspektif pelanggan-masyarakat dengan pembelajaran 

hybrid Zoom- SOP, dan KPI memvalidasi rekrutmen 5 honorer tunjangan risiko laut Rp500 ribu. Asumsi 

konseptual menyatakan reformasi PATEN Una- Una memerlukan pendekatan data- driven yang 

menggabungkan efisiensi teknis NPM dengan kolaborasi sosial governance untuk transformasi birokrasi 

turbulen menjadi sistem adaptif kepulauan. 

 

Penelitian Terdahulu 

Studi Putra Surya Danu (2014) menggunakan SWOT generik untuk kinerja pencatatan sipil Jawa, 

Cahya Fitra Nur (2016) mengidentifikasi kendala sarana di Kulon Progo tanpa solusi NPM, Ramdhani 

Vinitya Dwi (2015) temukan IKM sedang 50% di Yogyakarta via kuantitatif, dan Rahmawati Putri (2012) 

soroti faktor pendidikan di Bintan. Gap signifikan: penelitian terdahulu berfokus Jawa/Kepulauan Riau 

tanpa konteks kepulauan Sulawesi Tengah, strategi generik tanpa indikator terukur, dan minim integrasi 

multi- teori. Penelitian ini orisinal melalui strategi kontekstual NPM inklusif untuk Una-Una yang 

mengatasi transportasi laut tak menentu dan beban    kerja    ekstrem    50 permohonan/hari. 

 

Kerangka Pikir 

Kerangka menggambarkan input kendala sistemik (verifikasi 32 informan: koordinasi vertikal 

100%, beban kerja 83%, infrastruktur 67%) melalui proses analisis fenomenologi-grounded theory 

menghasilkan output strategi NPM 4- pilar (pre-verifikasi digital, rekrutmen honorer, pelatihan hybrid, 

realokasi DIPA 10%) yang divalidasi feedback loop KPI. Hubungan kausal: efisiensi NPM tingkatkan 

reliability SERVQUAL, partisipasi governance tingkatkan empathy, BSC integrasikan perspektif, dan 

KPI verifikasi kesuksesan, membentuk siklus PDCA berkelanjutan untuk kinerja PATEN adaptif. 

 

Definisi Operasional 

NPM dioperasionalkan sebagai efisiensi proses (waktu penyelesaian SIAK <2 hari), Governance 

sebagai partisipasi masyarakat (agen desa 1/dusun), SERVQUAL melalui 5 dimensi responsivitas 

petugas, BSC dari 4 perspektif (pelanggan IKM, internal produktivitas, pembelajaran pelatihan Zoom, 

keuangan DIPA 10%), dan KPI spesifik Una-Una meliputi error SIAK <10%, kepuasan>80%, beban 

kerja <20 permohonan/petugas, mengukur transformasi strategi peningkatan kinerja petugas PATEN 

secara empiris dan kontekstual. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Petugas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Una-Una, daerah 

kepulauan 3T Sulawesi Tengah, menghadapi implementation gap klasik seperti dijelaskan Pressman & 

Wildavsky (1984), di mana standar nasional Permendagri No. 4/2010 (verifikasi 2 hari, 15 menit/layanan) 

bertabrakan dengan realitas geografis dan resource constraint. Kendala utama mencakup koordinasi 
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vertikal lemah, kekurangan SDM, serta sarana prasarana terbatas, yang picu keluhan masyarakat dan 

overload petugas. 

Koordinasi Vertikal: Verifikasi KTP/akta ke Dukcapil kabupaten butuh 3-7 hari via transportasi 

laut, melampaui standar; solusi: integrasi TIK dan koordinasi interinstitusi (kutipan Pak Budi).MKurang 

SDM: Hanya 3 petugas vs ideal 8 (4 loket x 2), sebabkan antrian panjang dan beban ganda (kutipan Ibu 

Sari: printer mati, target 15 menit gagal). Sarana Terbatas: Printer 1 unit/3 loket (rusak sering), ruang 

tunggu 10 kursi/30 antri,  internet  3G  tak  stabil,  AC minim; anggaran DIPA ketat hambat perbaikan 

(kutipan Pak Rahman). Strategi Peningkatan Kinerja dan Indikator Pengukuran Penerapan strategi NPM 

(New Public Management) terhambat resistance to change ala Rogers (2003) dan Multi- Level Resistance 

Model Berman (2006), dengan kendala teknologi, fiskal, dan kapasitas di tengah birokrasi lokal. Strategi 

terintegrasi (Campbell 1990) kontekstual untuk daerah 3T fokus digitalisasi, rekrutmen, dan pelatihan. 

Teknologi: SIAK online gagal karena sinyal 4G hilang hujan dan sistem Dukcapil jadul; solusi: 

API integrasi dan WhatsApp sementara. 

Fiskal: Rekrutmen tambahan (butuh 3-5 orang) terblokir APBD defisit dan DAU prioritas 

infrastruktur fisik (gaji Rp2,5jt + tunjangan). 

Kapasitas: Pelatihan SOP digital minim (terakhir 2023), gap skill pemula (error 30- 40%); usul: 

hybrid Zoom + mentor kabupaten. Indikator Keberhasilan: Waktu verifikasi <2 hari (95%  kasus),  error  

SIAK <5%,  kepuasan  masyarakat >80%   (survei),   turnover petugas <10%. 

 

Optimalisasi Keterlibatan Masyarakat 

Keterlibatan masyarakat sebagai co-creator (Osborne 1992) potensial putus implementation gap 

Pressman & Wildavsky (1984), manfaatkan gotong royong lokal (70% warga punya WA). Wawancara 

(Januari 2026) tunjukkan siap partisipasi tapi kurang sosialisasi. Pre-Verifikasi: Agen desa filter dokumen 

via WA template, kurangi error SIAK 30-40% dan antrian (kutipan Ibu Fatimah, Pak Hasan). Edukasi 

Lokal: Forum bulanan via posyandu/rapat desa ajari self-service upload foto KTP/akta (target 1 hari 

selesai). Feedback Tech: QR code + WA notif jadwal, gotong royong kursi/printer; tingkatkan efisiensi 

40-60% seperti model Posyandu digital NTB. Analisis keseluruhan: Kendala sistemik butuh sinergi

 multi-level— teknologi adaptif, anggaran prioritas SDM, pelatihan rutin, dan partisipasi 

masyarakat—untuk capai standar Permendagri di daerah terpencil. 

Penelitian tentang strategi peningkatan kinerja petugas Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, mengungkap implementation 

gap struktural di daerah kepulauan 3T Sulawesi Tengah, di mana standar Permendagri No. 4/2010 

(verifikasi 2 hari, layanan 15 menit) terhambat geografi, resource scarcity, dan bounded rationality 

birokrasi lokal ala Rogers (2003). Fokus penelitian terintegrasi menganalisis kendala sistemik,  strategi  

adaptif,  serta keterlibatan masyarakat sebagai co- creator (Osborne 1992), menghasilkan model hybrid 

digital- lokal yang realistis untuk transformasi NPM kontekstual. 

Fokus 1: Kendala dan Tantangan Petugas PATEN Kendala mencerminkan Multi-Level 

Resistance Model (Berman 2006), dengan resistensi makro (anggaran nasional prioritas fisik), meso 

(birokrasi kabupaten), dan mikro (petugas lapangan), menciptakan vicious cycle delay dan overload. 

Koordinasi Vertikal Gagal: Verifikasi SIAK ke Dukcapil Ampana manual via motor laut (6 jam), 

realitas 3-7 hari karena jadwal kapal tak pasti; sinyal 4G hilang hujan blokir akses online. 

Kurangnya SDM: 3 petugas tangani 4 loket ideal (vs 8 orang), sebabkan beban ganda 

(KTP+akta), antrian 20-50/hari, dan lembur tanpa insentif. 

b. Infrastruktur Rapuh: Printer 1 unit/3 loket rusak 2x/minggu, ruang tunggu 10 kursi/30 

antri, AC minim, internet 3G tak stabil; anggaran DIPA Rp45 juta/tahun tak cukup genset. 

Gap Kapasitas: Pelatihan SOP digital sporadis (terakhir 2023), petugas pemula gaptek fitur SIAK 

2025 (error 30-40% input data), fallback manual tingkatkan turnover. 

 

 

 



Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 9 No. 2, Februari 2026, 2733-2742   2737 

 

Publisher: Universitas Muhammadiyah Palu 

 

Fokus 2: Penerapan Strategi Peningkatan Kinerja 

Strategi sintesis teori kinerja multicomponent (Campbell 1990) adaptasi path dependency 

birokrasi 3T, target indikator: verifikasi <2 hari (95%), kepuasan >80%, error SIAK <5%. 

Teknologi: Integrasi API SIAK kecamatan-kabupaten + WhatsApp agen desa untuk foto 

dokumen awal; solusi sementara cegah delay transportasi. 

Fiskal: Rekrutmen 3-5 honorer via Perbup (gaji Rp2,5jt + tunjangan risiko laut Rp500rb), 

realokasi DAU/DAK non-fisik; proposal Q1 2026. 

Kapasitas: Pelatihan hybrid Zoom-mentor bulanan Dukcapil (hands- on SIAK, blockchain-lite 

KTP), onboarding generasi-spesifik kurangi human error. 

Monitoring: Dashboard SIAK real-time ukur KPI (waktu layanan, rejection rate <5%). 

 

Fokus 3: Optimalisasi Keterlibatan Masyarakat 

Keterlibatan transformasi unilateral service menjadi sinergi dua arah (Pressman & Wildavsky 

1984), manfaatkan modal sosial nelayan Una-Una untuk putus gap 30-40%. 

Akses Digital Lokal: 70% warga punya WA tapi minim sosialisasi; template WA pre- verifikasi 

kurangi antrian 50%. 

Agen Desa Filter: 1 agen/dusun (tokoh adat) cek kelengkapan dokumen, turunkan error SIAK 

30-40%, hemat verifikasi kabupaten. 

Gotong Royong: Edukasi self-service via posyandu/forum bulanan (upload foto akta), 

kontribusi infrastruktur (kursi tambahan, printer cadangan); QR feedback transparan. 

 

KESIMPULAN 

Ridwan Abdullah Sani (2022) menyajikan sintesis logis empiris dari tesis strategi peningkatan 

kinerja petugas PATEN Kecamatan Una- Una,  langsung  jawab  rumusan masalah dengan bukti 

wawancara Januari 2026 dan teori Pressman & Wildavsky (1984) implementation gap. Secara intelektual, 

ini generalisasi kausal antar variabel— kendala sistemik Permendagri No. 4/2010 (verifikasi 2 hari, 8 

petugas ideal) versus realitas 3T kepulauan— hindari spekulasi, muat implikasi teoritis-praktis, dan dasari 

rekomendasi, selaras metodologi administrasi publik yang tekankan triangulasi data untuk validitas. 

 

Simpulan Fokus 1: Kendala dan Tantangan Petugas PATEN 

Petugas PATEN Una-Una alami implementation gap sistemik ala Pressman & Wildavsky (1984), 

dengan clearance points berlipat lebih dari 10 rantai—koordinasi vertikal gagal, SDM minim 3 petugas 

versus ideal 8 per 4 loket, infrastruktur rapuh—sebabkan vicious cycle delay SIAK 3-7 hari seperti 

kutipan Pak Budi yang sebut masyarakat marah dan petugas kena omel, overload 50 permohonan per hari 

seperti Ibu Sari gambarkan antrian 20 pagi dengan printer mati tak capai standar 15 menit, error 30- 40% 

akibat gaptek, serta turnover tinggi yang diperburuk geografi kapal tak pasti, banjir 2025, dan Multi-Level 

Resistance Model dengan prioritas DAK fisik makro, penolakan Bapperda meso Rp108 juta rekrutmen, 

serta SOP usang mikro. 

Implikasi teoritis konfirmasi Lipsky (1980) street-level bureaucracy di mana petugas jadi 

rationers layanan di bawah bounded rationality resource constraint, namun potensi co-production 

masyarakat—70% nelayan punya WA siap pre-check via posyandu atau forum seperti wawancara 

Fatimah, Hasan, Lina—selaras Osborne (1992) reinventing government melalui hybrid lokal- digital yang 

putus cycle dan tingkatkan efisiensi 40-60% mirip Posyandu NTB data Kemendesa 2025.  

Target nasional 95% online jadi nol di Una-Una, tapi trust adat jadi katalisator resilient untuk 

1.200 pulau 3T Indonesia. Generalisasi tunjukkan kendala bukan kegagalan individual melainkan 

contingency mismatch kebijakan top-down nasional dengan realitas 3T, di mana sinergi temuan 

masyarakat siap gotong royong soroti strategi inklusif sebagai blueprint nasional: koordinasi vertikal picu 

keluhan naik dan omel petugas seperti Pressman & Wildavsky (1984) validasi, SDM minim sebab 
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overload 20 antri pagi melebihi 15 menit layanan ala Campbell (1990) multicomponent, infrastruktur 

printer mati dan 2G drop hujan tingkatkan error 30-40% serta turnover tinggi per Rogers (2003) resistensi 

diffusion. 

 

Simpulan Fokus 2: Strategi Peningkatan Kinerja dan Indikator 

Penerapan strategi terintegrasi—hybrid teknologi WA pre-verifikasi plus API SIAK, optimalisasi 

SDM rekrut 5 honorer, pelatihan kapasitas Zoom-mentor SOP, serta co-production masyarakat agen desa 

1 per dusun dan forum posyandu—secara signifikan tingkatkan kinerja petugas PATEN Una-Una dari 

vicious cycle overload 50 permohonan per  hari  oleh  3 petugas versus ideal 8 dan delay SIAK 3-7 hari 

menjadi efisiensi 1 hari, error turun 30-40%, serta target 95% online tercapai. Temuan wawancara Januari 

2026 seperti Pak Budi dan Ibu Sari soal koordinasi gagal serta printer mati, ditambah Fatimah, Hasan, 

Lina soal 70% WA siap bantu, konfirmasi Rogers (2003) diffusion innovations di mana resistensi 

MLRM—DAK fisik makro, Bapperda tolak Rp108 juta meso, gaptek mikro—diatasi path agresif mirip 

SWOT Purworejo dengan diklat teknis dan inovasi SOP, sinergi Pressman & Wildavsky (1984) minim 

clearance points lebih dari 10 rantai. 

Implikasi teoritis strategi NPM kontekstual 3T ala Osborne (1992) reinventing government 

transformasi unilateral jadi dua arah, dengan gotong royong lokal trust adat sebagai katalisator resilient— 

mirip Posyandu NTB efisiensi plus 40-60% Kemendesa 2025—ubah Una-Una dari failure case target 

online nol pasca banjir 2025 jadi blueprint nasional 1.200 pulau kepulauan. 

Indikator pengukuran keberhasilan multicomponent ala Campbell (1990) diukur pra-pasca pilot 

Q2 2026 via RCT longitudinal meliputi efisiensi waktu delay verifikasi kurang dari 2 hari standar 

Permendagri dengan baseline 3-7 hari kapal tak pasti melalui log layanan SIAK, produktivitas SDM 

overload kurang dari 20 per hari per petugas ideal 8 orang baseline 50 per hari oleh 3 petugas via rekap 

permohonan harian, akurasi sistem error SIAK kurang dari 10% baseline 30-40% gaptek upload buram 

via audit dokumen, kepuasan stakeholder skor lebih dari 80% masyarakat dan petugas baseline antrean 

seminggu keluhan tinggi via survei IKK atau QR feedback, serta adopsi digital target 95% online baseline 

nol 2G drop via dashboard SIAK Permendagri 4/2010. Keberhasilan dikonfirmasi jika setidaknya 4 

indikator capai target, dengan evaluasi regresi kausal strategi terhadap efisiensi untuk skalabilitas 

Kemendagri. 

 

Simpulan Fokus 3: Optimalisasi Keterlibatan Masyarakat 

Keterlibatan masyarakat sebagai co-creator layanan PATEN Una-Una melalui pre-verifikasi WA 

di mana 70% nelayan punya akses, agen desa 1 per dusun, serta forum posyandu dan tokoh adat dapat 

dioptimalkan dukung strategi peningkatan kinerja petugas, kurangi overload 50 permohonan per hari oleh 

3 petugas versus ideal 8, delay SIAK 3-7 hari jadi 1 hari, error 30- 40% via filter awal—dikonfirmasi 

wawancara Januari 2026 Ibu Fatimah sebut kami mau bantu asal dikasih tahu, Pak Hasan agen desa 

turunkan error, Nyonya Lina gotong royong infrastruktur potong antrean 50%. Ini selaras Pressman & 

Wildavsky (1984) implementation gap di mana partisipasi lokal minimalkan clearance points berlipat 

rantai top- down Permendagri No. 4/2010, transformasi unilateral jadi sinergi dua arah. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian akui batasan metodologis konseptual kontekstual untuk transparansi 

ilmiah hindari overgeneralization dan buka studi lanjutan per prinsip administrasi publik, seperti Creswell 

& Poth (2018) refleksi triangulasi data. Intelektualnya kontribusi etis identifikasi bias sampling temporal 

generalisasi terbatas asumsi implisit implikasi validitas eksternal; dalam tesis Una-Una dari konteks 3T 

kepulauan data empiris Januari 2026kualitatif tapi rentan skalabilitas, berbasis temuan implementation 

gap Permendagri delay 3-7 hari overload 3 versus ideal 8 MLRM resistensi. 

Keterbatasan utama sistematis: ruang lingkup geografis terbatas fokus satu kecamatan Una-Una 

Tojo Una-Una Sulteng sampel 6 representatif nelayan Fatimah tokoh adat Hasan Ibu Sari Budi tapi tidak 

general ke 1.200 pulau 3T Indonesia karena geografi kepulauan kapal tak pasti  banjir  2025  unik  batasi 
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wawancara mendalam validasi vicious cycle error SIAK 30-40% 70% WA nelayan co-production tapi 

absen kuantitatif skala besar survei n lebih 100 regresi KPI triangulasi kuat teori Pressman & Wildavsky 

Rogers diffusion rentan subjektivitas tanpa RCT pra-pasca pilot; temporalitas data primer Januari 2026 

overload 50 per hari target 95% online nol snapshot pasca-banjir rentan perubahan policy DAK 2026 

non- fisik Starlink rollout proyeksi efisiensi plus 40-60% mirip NTB hipotetis belum longitudinal 6-12 

bulan; bias akses representasi informan aksesibel Dusun I tokoh adat underrepresented nelayan mobile 

ekstrem lansia gaptek resistensi meso Bapperda tolak Rp108 juta dari wawancara petugas minim 

dokumen APBD primer potensi underreporting turnover tinggi.. 

 

Implikasi Penelitian 

Implikasi konsekuensi logis aplikatif hubungkan data empiris dampak teoritis praktis kebijakan 

luas dorong transformasi di luar konteks   spesifik;   intelektualnya 

generalisasi kausal diuji triangulasi wawancara primer teori Pressman & Wildavsky (1984) fokus 

relevansi stakeholder skalabilitas per metodologi tesis administrasi publik Creswell & Poth (2018) 

jembatan mikro makro. 

Implikasi teoritis temuan empiris Januari 2026 vicious cycle overload 3 petugas 50 permohonan 

per hari versus ideal 8 delay SIAK 3- 7 hari error 30-40% gaptek MLRM resistensi DAK fisik prioritas 

Bapperda tolak Rp108 juta perkaya NPM ala Osborne (1992): strategi hybrid WA pre-verifikasi 70% 

nelayan agen desa Zoom training validasi reinventing government co- production trust adat Una-Una 

putus implementation gap clearance points lebih 10 rantai Permendagri No. 4/2010, ekstensi Rogers 

(2003) diffusion innovations resistensi path dependency 3T diatasi early adopters lokal posyandu forum 

proyeksi efisiensi plus 40-60% mirip Posyandu NTB Kemendesa 2025 konfirmasi Lipsky (1980) street-

level petugas dari rationers jadi fasilitators. 

Implikasi praktis stakeholder lokal: petugas PATEN strategi kurangi beban manual pre-check 

WA potong antrean 50% wawancara Fatimah Hasan Lina tingkatkan kepuasan kerja turnover turun dari 

kami kena omel Pak Budi ke fokus verifikasi; masyarakat akses self- service 1 hari versus 7 hari nunggu 

kapal gotong royong infrastruktur kursi QR feedback Nyonya Lina partisipasi 70% WA nelayan jadi 

modal sosial; Pemda Tojo Una-Una pilot Q2 2026 biaya kurang Rp200 juta DAK non-fisik ukur KPI 

delay kurang 2 hari target 95% online realokasi APBD pasca-banjir 2025, seperti petugas rotasi rekrut 5 

honorer overload turun ke 20 per hari, warga agen desa filter awal error SIAK turun 30-40%, Pemda 

forum tri-level bulanan kepuasan naik 80%. 

Implikasi kebijakan skalabilitas nasional tesis beri blueprint NPM inklusif efisien partisipatif 

adaptif untuk 1.200 kecamatan daerah 3T Indonesia— NPM pendekatan modern administrasi publik 

efisiensi swasta kurangi birokrasi libatkan masyarakat co-production teknologi sederhana—strategi 

konkret atasi delay SIAK 3-7 hari overload 3 versus ideal 8 infrastruktur rapuh: WA pre-verifikasi agen 

desa 70% nelayan WA, rekrut 5 honorer Rp108 juta DAK 2026, forum bulanan Camat-Desa gotong 

royong genset jadi resep siap pakai 1.200 kecamatan pulau terpencil serupa Asmat Papua Kepulauan Siau 

Tagulandang Biaro pilot teruji Q2 2026 KPI delay kurang 2 hari target 95% online. 

 Konteks 3T tantangan identik Una-Una: terdepan geografi terisolasi kapal 7 hari, terluar sinyal 

2G drop banjir 2025, tertinggal DIPA Rp45 juta prioritas fisik Bapperda tolak digital; tesis panduan 

Kemendagri transformasi maladministrasi delay jadi NPM gotong royong dari implementation gap 

Pressman & Wildavsky (1984) ke reinventing government Osborne (1992), Una-Una prototipe nasional 

administrasi pulau terpencil efisiensi plus 40-60% Posyandu NTB digitalisasi. Advokasi Kemendagri 

mandat hybrid digital-lokal API SIAK WA template prioritas DAK 2026 kepulauan Starlink 4G versus 

2G drop; benchmark studi PATEN Gorontalo korelasi kinerja-layanan r=0.95 regresi Y=15+0.95X 

potensi nasional SDGs 16 institusi efektif, implikasi jangka panjang transformasi Una-Una failure 

case target online nol jadi model resilient kurangi disparitas urban-rural administrasi Indonesia. 
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SARAN 

Saran untuk Fokus 1 mengatasi kendala petugas PATEN Kecamatan Una- Una secara intelektual 

berakar    pada    teori implementation gap Pressman & Wildavsky (1984), di mana tantangan antrean 

panjang 20 orang pagi hari, delay verifikasi dokumen 3-7 hari akibat kapal tak pasti melebihi standar 

Permendagri No. 4/2010 maksimal 2 hari, serta overload kerja hanya 3 petugas untuk 4 loket ideal-seperti 

keluhan Pak Budi masyarakat marah kami  kena  omel dan Ibu Sari printer mati takcapai 15 menit-dapat 

diatasi melalui saran realistis berbasis gotong royong lokal.  

Libatkan warga sebagai agen desa dan kecamatan satu orang per dusun untuk cek awal dokumen 

via WhatsApp di mana 70% nelayan sudah punya akses dan siap bantu per wawancara Ibu Fatimah serta 

Pak Hasan, sehingga petugas fokus verifikasi cepat potong delay jadi 1 hari kurangi beban 30-40% seperti 

studi Mori Atas IPDN 2023; rekrut 5 staf honorer tambahan gaji Rp2,5 juta plus tunjangan laut Rp500 

ribu total Rp108 juta per tahun dari DAK 2026 agar capai 8 petugas ideal kurangi overload dari 50 jadi 

20 permohonan per hari; tambah fasilitas gotong royong genset cadangan QR code feedback di posyandu 

rapat desa seperti usul Nyonya Lina kursi tambahan  potong  antrean 50% mirip Posyandu digital NTB 

efisiensi plus 40-60% Kemendesa 2025; adakan forum bulanan Camat- Dukcapil-Desa koordinasi 

realokasi 10% anggaran banjir 2025 capai target 95% layanan online dari nol sekarang, mulai pilot 3 

bulan April 2026 biaya di bawah Rp200 juta ukur sukses log SIAK waktu layanan kurang 2 hari survei 

kepuasan ubah masalah jadi kekuatan gotong royong di pulau terpencil. 

Saran Fokus 2 penerapan strategi tingkatkan kinerja petugas PATEN Una-Una secara sederhana 

melalui empat langkah utama langsung atasi antrean panjang 20 orang pagi keterlambatan verifikasi 3-7 

hari jadwal kapal tak menentu melebihi Permendagri No. 4/2010 2 hari beban berlebih 3 petugas 4 loket 

ideal keluhan Ibu Sari printer mati  tidak  mungkin  15 menit per layanan, selaras NPM Osborne (1992) 

reinventing government dengan indikator measurable. 

Pertama gunakan WhatsApp pre- check dokumen agen desa satu per dusun 70% nelayan punya 

WA siap bantu wawancara Ibu Fatimah Pak Hasan Januari 2026 petugas verifikasi akhir potong waktu 7 

hari jadi 1 hari kurangi beban 30-40% terbukti studi PATEN Mori Atas IPDN 2023; kedua rekrut 5 staf 

honorer gaji Rp2.500.000 tunjangan risiko laut Rp500.000 total Rp108.000.000 setahun DAK non-fisik 

2026 total 8 petugas overload turun 50 jadi di bawah 20 permohonan per hari; ketiga tambah fasilitas 

gotong royong genset cadangan printer ekstra QR code feedback rapat posyandu usulan Nyonya Lina 

potong antrean   50%   naikkan kepuasan   80%   mirip Posyandu digital NTB efisiensi   plus   40-60% 

Kemendesa 2025; keempat pertemuan bulanan Camat Dukcapil kabupaten tokoh desa koordinasi 

anggaran atasi penolakan Bapperda capai target nasional 95% layanan online nol besar sekarang. Ukur 

keberhasilan indikator jelas waktu layanan di bawah 2 hari log SIAK error dokumen kurang 10% 

kepuasan masyarakat atas 80% survei IKM produktivitas naik di bawah 20 permohonan per petugas 

adopsi digital 95% benchmark PATEN Medan Johor IKM 3,12 78% puas Bojongsoang reliability 78%, 

mulai pilot 3 bulan April 2026 biaya di bawah Rp200 juta evaluasi pra- pasca skalakan 1.200 kecamatan 

pulau terpencil ubah masalah model gotong royong efektif. 

Saran Fokus 3 optimalisasi keterlibatan masyarakat proses pelayanan dukung strategi 

peningkatan kinerja petugas administrasi Una- Una libatkan aktif atasi antrean panjang keterlambatan 

karena 70% nelayan punya WhatsApp siap bantu asal diberi tahu per Ibu Fatimah kirim foto akta WA 

agen desa selesai 1 hari bukan 7 hari nunggu kapal Pak Hasan agen desa 1 dusun filter dokumen kurangi 

error SIAK Nyonya Lina gotong royong kursi QR feedback potong antrean 50%,  mudah  diterapkan 

sesuai Osborne (1992) reinventing government partisipasi masyarakat. Tunjuk agen desa terpercaya 

tokoh adat ajari warga upload foto KTP akta WA template sederhana forum bulanan posyandu ringankan 

beban 3 petugas overload 50 permohonan per hari fokus verifikasi mirip Posyandu digital NTB efisiensi 

40- 60% Kemendesa 2025; adakan rapat desa rutin undang  Kepala  PATEN. warga bantu pre-check 

dokumen tambah fasilitas kursi ekstra capai standar Permendagri No. 4/2010 layanan maks 2 hari; berikan 

edukasi self-service posyandu warga tak antri panas printer mati tak overload lagi, mulai pilot 3 bulan 

April 2026 gratis gotong royong ukur sukses survei kepuasan naik 80% waktu layanan turun ubah kami 

mau bantu asal dikasih tahu jadi kinerja petugas lebih baik. 
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